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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/PMK.04/2016

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU

MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN

TUJUAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperkuat pondasi perekonomian,

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan

merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil

menengah, perlu mendukung berkembangnya industri

kecil menengah;

b. bahwa untuk lebih mendukung daya saing industri

nasional, dan memenuhi kebutuhan barang dalam negeri

sebagai substitusi barang impor, perlu memperluas

rantai pasok barang dan/atau bahan dan membuka

saluran penjualan hasil produksi industri kecil dan

menengah penerima fasilitas pembebasan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b

dan huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
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tentang Kepabeanan diatur bahwa terhadap impor mesin

untuk pembangunan dan pengembangan industri, serta

barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau

dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk

diekspor, dapat diberikan pembebasan bea masuk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak

Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau

Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah

dengan Tujuan Ekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN

BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG

DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN

OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN

EKSPOR.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai.

3. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat

IKM adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil

atau usaha menengah sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah,

yang mendapatkan fasilitas KITE IKM.

4. Barang dan/atau Bahan adalah barang dan/atau bahan

baku, termasuk bahan penolong, yang diimpor dan/atau

dimasukkan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada

barang lain untuk menjadi Hasil Produksi yang

mempunyai nilai tambah.

5. Barang dan/atau Bahan Rusak adalah Barang dan/atau

Bahan yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan

standar mutu dan tidak dapat diproses atau apabila

diproses akan menghasilkan Hasil Produksi yang tidak

memenuhi kualitas/standar mutu.

6. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau

pemasangan Barang dan/atau Bahan pada barang lain.

7. Penyerahan Produksi IKM adalah kegiatan menyerahkan

Hasil Produksi IKM.

8. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, termasuk suku

cadang, peralatan, atau perkakas, yang digunakan untuk
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pengembangan industri dalam bentuk perluasan

(diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi,

untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari

perusahaan atau pabrik yang telah ada.

9. Barang Contoh adalah barang contoh untuk menunjang

kegiatan proses produksi yang Hasil Produksinya untuk

tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.

10. Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang

mengalami kerusakan dan/atau penurunan kualitas/

standar mutu.

11. Bea Masuk adalah pungutan Negara yang dikenakan

terhadap barang yang diimpor.

12. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk

seperti Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan,

Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk

Pembalasan.

13. Diolah adalah kegiatan pengolahan Barang dan/atau

Bahan yang bertujuan untuk menghasilkan Hasil

Produksi yang mempunyai nilai tambah.

14. Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai dan/atau

menyatukan beberapa Barang dan/atau Bahan sehingga

menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai

tambah.

15. Dipasang adalah kegiatan untuk memasang dan/atau

melekatkan komponen Barang dan/atau Bahan pada

bagian utama barang lain sehingga menghasilkan Hasil

Produksi yang mempunyai nilai tambah.

16. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya

disebut Sentra adalah sekelompok industri kecil dan/

atau menengah dalam wilayah yang sama, terdiri dari

paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan

produk sejenis, menggunakan Barang dan/atau Bahan

sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang

sama.

17. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat,

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang
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